PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Julan D Radjiminn Mo, 6 folopon  (022) A264817 F ux (022) 42648181
Wisnalbord (022) 4264144, A264067, 42640773 .
Bandung (40171)

KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 421/ 19897 = Gf. Diselik:
TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA TERBUKA NEGERI 4 DEPOK
MENJADI SMA NEGERI 15 DEPOK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang ¢ a. bahwa dalam rangka memperluas pemberian layanan bagi Peserta didik pada
jenjang Pendidikan Menengah, perlu adanya perubahan Nomenklatur - Unit
Sekolah Baru dari SMA Terbuka Negeri 4 Depok menjadi SMA Negeri 15
Depok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk penyelenggaraan
manajerial dan operasional SMA Negeri 15 Depok Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang Perubahan Nomenklatur SMA Terbuka Negeri 4 Depok menjadi SMA
Negeri 15 Depok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (L.embaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
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chublgk lndoncs_m lahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan I‘cmcrir.nah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah /Madrasah ;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
dan Sckolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah  Aliyah
( SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),dan  Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
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Tembusan :
1. Yth. Menteri Pe

21.  Peraturan Menteri Pendidikan dan
Stk Pealatin Pl Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang

22 Pf':raturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

23.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang
Komite Sekolah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu;

27.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur
Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

: Surat Kepala Cabang Dinas  Pendidikan Wilayah II  Nomor:

421.3/1292/V111/Cadisdik. Wil.11/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Perubahan
Nomenklatur SMA.

MEMUTUSKAN

Mengubah Nomenklatur SMA Terbuka Negeri 4 Depok menjadi SMA Negeri 15
Depok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan NPSN Nomor 20258480,
beralamat di SMA Negeri 4 Depok JI. Jeruk Raya Komplek Sukatani Permai

Kecamatan Tapos Kota Depok;

SMA Negeri 15 Depok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana
Diktum KESATU Keputusan ini menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi
peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah;

Biaya Penyelenggaraan manajerial dan operasional SMA Negeri 15 Depok Dinas
Pendididkan Provinsi Jawa Barat bersumber dari APBN,APBD Provinsi Jawa

Barat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Padatanggal : & Okrber 2020

a.n. Gubernur Jawa Barat
_~Kepala Dinas Pendidikan

b
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- ~

Vil Al o |
H/DEDI SUPANDI, S.STP.,M.Si.
/. . Pembina Utama Muda
"NIP. 19760612 199603 1 005

ndidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan ).
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